




A. Latar Belakang 
Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia 
sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan 
dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi 
di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan 
secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perubahan ini tentunya membawa 
dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, 
antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-
olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya 
berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam 
meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat 
dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari 
tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring 
sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi. 1 
Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah 
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang 
secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum 
baru. Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak 
                                                          
1 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
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negatif, dampak positif dari kemjuan teknologi ini segala bidang seperti bidang 
pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi 
dan masih banyak lagi. sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan 
berbagai dampak negatif seperti pada era kemjuan teknologi ini kejahatan makin 
banyak terjadi melalui misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, 
penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun perusakan 
hardware dan berbagai macam lainnya. 
Hal tersebut merupakan tugas pemerintah yang perlu untuk mendukung 
pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan 
pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman 
untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan 
sosial budaya masyarakat Indonesia agar segala tindak kejahatan yang dilakukan 
melalui berbagai media elektronik bisa teratasi dan hukuman yang layak untuk 
mengadili kasus yang dilakukan melalui media elektronik tersebut. 
Dari dampak negatif yang dijelaskan tersebut penghinaan melalui media sosial 
merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang 
menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah 
dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, 
peraturan penghinaan ini masih dipertahankan, Alasannya selain menghasilkan 
character assassination, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan 
tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. 
Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk rechtsdelicten dan 
bukan wetdelicten. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk 
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ketidak adilan, sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar 
kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap 
melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.  
Dalam hukum di Indonesia Penghinaan atau pencemaran nama baik secara 
umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu 
hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratur rupiah” 
Selanjutnya penghinaan yang dilakuan secara tertulis telah diatur dalam Pasal 
310 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa: “Jika yang melakukan kejahatan 
pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan 
dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun”.  
Kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui 
media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi2. 
Dari peraturan-peraturan di atas sudah jelas bahwa berbagai bentuk penghinaan 
yang mana khususnya penghinaan melalui media sosial itu telah dilarang dan 
memiliki aturan hukum tersendiri. Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dari 
peraturan-peraturan tersebut yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai peraturan 
penghinaan yang dilakukan olehbanyak orang sekarangini yang mengakibatkan 
timbulnya nilai negatif dari adanyakemajuan teknologi.  
Dari permasalahan tersebut, beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu 
peristiwa kasus penghinaan yang cukup viral di Indonesia yaitu kasus pelecehan di 
media sosial facebook terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno 
putri.  
                                                          




Kronologis pelaku dalam melakukan perbuatan penghina Presiden Joko 
Widodo tersebut yaitu dilakukan dengan cara mengedit gambar yang mengandung 
pelecehan seksual dan kemudian pelaku mengunggahnya di akun facebook, 
Penghinaan tersebut dilakukan oleh pelaku lantaran pelaku merupakan pihak yang 
tidak suka dengan sosok Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Indonesia 
pada pemilu 2014 kemarin. 3 
Walaupun peristiwa yang dianggap kriminal ini telah dilaporkan kepada pihak 
kepolisian, namun Presiden Joko Widodo telah memaafkan tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku tersebut dan mencabut kembali laporannya di kepolisian. 
Melihat dari kasus tersebut dikarenakan tindak pidana penghinaan  Presiden Joko 
Widodo tersebut mengandung pelecehan dan pencemaran nama baik, maka pelaku 
dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 29 UU No.44 tahun 2008 tentang 
Pornografi. Sehingga bagi pelaku tindak pidana penghinaan sekaligus pelecehan 
terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut pihak 
kepolisian menerapkan Pasal berlapis yaitu Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 
tentang Pornografi jo Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 134 KUHP tentang 
penghinaan terhadap Presiden.4 
Dari terjadinya kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan kasus 
penghinaan lainnya yang pernah terjadi di Indonesia ini membuktikan adanya 
kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dan penerapan hukumnya, kurang 
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tegas penerapan hukum yang ada sehingga sering terjadi atau mudahnya seseorang 
saling menghina di media sosial dan banyak orang-orang tertentu yang 
menggunakan media sosial untuk kepentingan politik untuk saling menjatuhkan 
dan menjelekan satu sama lain, seperti munculnya kasus penghinaan presiden Joko 
Widodo ini akibat panasnya persaingan pemilihan Presiden kemarindan karena 
kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa penghinaan 
yang dilakukan melalui media sosial tersebut merupakan suatu bentuk tindak 
pidana atau sesuatu yang dilarang oleh hukum.  
Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini 
membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari 
tentang kejahatan seluas-luasnya.5 
Dengan kriminologi kita dapat mengetahui sebab-sebab si pelaku melakukan 
perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan 
perbuatannya dan aturan aturan hukum yang layak di terapkan terhadap kasus 
penghinaan tersebut. 
Dengan demikian dari kasus-kasus penghinaan yang pernah terjadi di 
Indonesia dan kasus pencemaran nama baik di Jombang yang ada 4 kasus penulis 
merasa tertarik untuk mengadakan suatu analisa lebih dalam mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial dan kasus pencemaran nama baik yang 
lain, agar hal-hal seperti itu tidak dapat terulang kembali.tentunya penelitian ini 
berbentuk skripsi yang mana penulis akan memberikan judul yaitu: “Tinjauan 
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Kriminilogis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 
Media Sosial (Studi Kasus di Polres Jombang)” 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik 
melalui media sosial? 
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial? 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. 
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian 
hukum dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan yang terkait 
fenomena sosial terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di media 
sosial 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan 






2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 
mengenai sanksi dan dampak dari terjadinya tindak pidana pencemaran 
nama baik di media sosial. 
b. Untuk meningkatkan pola pikir secara ilmiah, serta pengetahuan yang 
diperoleh penulis selama study di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khalayak 
umum di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan 
wawasan tentang study kasus yang telah diteliti oleh penulis, sekaligus 
sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana S1 dibidang ilmu 
hukum. 
2. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas study 
kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat yang membaca skripsi 
ini dapat memahami tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media 
sosial. 
3. Bagi Aparat Penegak Hukum 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi aparat 
kepolisisan untuk menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
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secara optimal sehingga dapat menghimbau masyarakat agar tidak terjadi 
lagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. 
4. Bagi Mahasiswa 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang 
membaca skripsi ini agar mahasiswa dapat memahami dan mengetahui 
obyek study yang diangkat, sehingga mahasiswa mengetahui dan 
memahami tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. 
F. Metode Penilitian 
Metode penilitian ini akan dibuat dalam bentuk penulisan yang akan 
membutuhkan beberapa reverensi ilmu demi memudahkan tercapainya 
penelitian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi sumber ilmu yang akurat. 
Penelitian dalam ilmu hukum adalah aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan, 
menginterpretasi, dan menganalisis data serta hubungan di lapangan hukum 
yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang 
telah diperoleh dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 
dan cara-cara yang relevan untuk menanggapi berbagai fakta di lapangan. 
1. Metode Pendekatan 
Pendekatan masalah merupakan suatu proses yang dapat 
menyelesaikan maslah melalui tahapan-tahapan yang telahditentukan.6 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis–sosiologis, yakni 
penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap terjadinya tindak pidana 
                                                          




pencemaran nama baik Kabupaten Jombang. Sosiologis yaitu penelitian yang 
berdasarkan fakta-fakta yang berada di lapangan mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik 
2. Lokasi Penelitian 
Objek penelitian ini adalah peristiwa pencemaran nama baik yang 
dilakukan oleh Warga Jombang, maka penulis lebih mengfokuskan di 
wilayah Kabupaten Jombang dalam memilih wiliyah ini untuk metode 
penelitian karena terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Warga 
Jombang, serta nantinya penulis akan melakukan penelitian ke wilayah 
hukum Kabupaten Jombang dan melakukan studi di POLRES Jombang (Jl. 
KH. Wahid Hasyim No.62, Kel Kepanjen, Kec Jombang, Kab Jombang, 
Jawa Timur 61419) untuk mendapatkan data yang akurat yang sesuai 
dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis. 
3. Jenis Data 
Adapun jenis data dalam penilitian ini adalah: 
a. Data Primer: Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti 
langsung dari lokasi atau tempat penelitian. Data primer dalam 
penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara dari 
para polisi yang bertugas di bagian SATRESKRIM  maupun Unit 
Pidana Umum Polres jombang terkait dengan Faktor Penyebab 
Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dan Upaya 




b. Data-data sekunder pada penelitian ini adalah data yang digunakan 
peneliti didapati dari buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-
undangan, yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Jombang 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara ( Data Primer) 
Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara 
yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait, antara lain 
Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Jombang, Kanit Reskrim dan 
Cyber Crime. 
b. Studi Dokumen 
Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen atau berkas yag 
diperoleh dari lokasi penelitian Polres Jombang, seperti memahami 
laporan atau berkas terkait lainnya 
5. Analisa Data 
Setelah dilakukan penelitian data, maka data akan diolah dengan 
metode deskriptif kualitatif, yaitu metode kualitatif yang menggambarkan 
fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui 
metode penulisan hukum ini, penulis dapat menganalisa obyek penelitian 
dalam bentuk uraian, pengertian, dan penjelasan. Analisa data yang 





G. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan proposal penulisan hukum ini penulis menyusun dalam 
empat bab yang didalam nya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami 
proposal penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai 
berikut.  
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum permasalahan yang dibahas, 
yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya.Sub bab pendahuluan 
terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi deskripsi atau uraian dari teori yang digunakan atau yang 
melandasi dari penulisan proposal hukum. Dalam hal ini menguraikan tentang 
tinjauan umum tentang Pencemaran Nama Baik, Media Sosial. 
BAB III PEMBAHASAN 
Di dalam pembahasan, penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa 
analisa atau kajian tentang Faktor penyebab tindak pidana pencemaran Nama 
Baik melalaui Media Sosial dan Upaya kepolisian terhadap tindak pidana 
Pencemaran Nama Baik yang merupakan penyesuaian dari rumusan masalah 
dan bab tinjauan pustaka yang telah dipaparkan.  
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab penutup yang menjadi sub bab yakni kesimpulan dan saran dari 
penulis. Kesimpulan berisikan inti dari hasil pembahasan yang didapatkan 
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dalam penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas 
beberapa permasalahan yang diangkat. 
 
